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PERATURAN

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM '

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS

DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Menimbang ' 8@  bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraluran

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Psngelolaan
Keuangan pada Badan Pengusahaan  Kawasan
Perdagangan Bebas dan Palabuhan Bebas Batam, untuk
mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Badan
Pengusahaan, kepada Badan Pengusahaan diberikan
fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan
prinsip ekonomi dan penerapan praktik bisnis yang sehat:

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam lentang Pengelolaan Keuangan

Badan Pengusahean Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam;

Mengingat - 1. . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor
4053) sebagaimeana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35



Tahun 2000 tentang Penelapan

Pengganti Undang-Undang Nemer 1 Tahun 2000 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomar

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
MNomor 4775)

Peraturan Pamerintah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubii

K Indenesia Tahun 2003
Nomoar 47, Tambahan Lembaran Negara Republil Indonesia
Nomoar 4286);

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara = (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kesuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nornar 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia
Tahun 2004 Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 48
Kawasan Perdagangan Bebas dan P
(Lembaran Negara Republik Indon
107, Tambahan Lembaran Neg
Nomor 4757) sebagaimana telah
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemsrintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5195);

Tahun 2007 tentang
elabuhan Bebas Batam
esia Tahun 2007 Nomar
ara  Republik Indonesia
diubah dengan Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5196);

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan

Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas;

Peraturan Ketua Dew
Pelabuhan Bebas B
Badan Pengusahaa
Pelabuhan Bebas

an Kawasan Perdagangan Bebas dan
alam Nomor 3 Tahun 2008 tentang
n Kawasan Perdagangan Bebas dan
Batam, sebagaimana telah diubah



ay L & X

Menetapkan PERATURAN KEPALA BADAN PENGU

bebsrapa kali terakhir dengan Peraturan Keiua Dawan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pe

Nomor- 3 Tahun 2011 te

9. Peraturan Kepala Badan
Perdagangan Bebas dan Pslabuh
Tahun 2011 teniang Struktur
Badan Pengusahaan Kawasa
Pelabuhan Bebas Batam:

Pengusahaan  Kawasan
an Bebas Batam Nomor 10
Organisasi dan Tata Kerja
n Perdagangan Bebas dan

MEMUTUSKAN:

SAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN

PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini 1ﬁnng'ciima}lasu-:i dengan:

1,

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bsbas
Batam, yang selanjutnya  disebut Badan ngusahaan Balam, adalah
iembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan
dengan tugas dan Wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan
pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam:

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Kepala, adalah pejabat yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang
menjadi tugas pokok dan fungsinya;

Pengguna Anggaran adalah Kepala yang bertanggung jawab atas pengelola
anggaran pada Badan Pengusahaan Batam;

Kuasa Pengguna Anggaran adalah kuasa yang ditunjuk oleh Ke

pala yang
bertanggung jawab atas pengelola an

ggaran pada Badan Pengusahaan Batam;
Biro Keuangan adalah Pengelola Keuangan Badan Pengusahaan Batam:;

Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat

yang bertanggung j

PPK, adalah pejabat
jawab atas pelaksanaan pengadaan ba

rang dan jasa:



10.

g 5

12.

13.

14.

i5.

Bendahara Penerimaan Unit adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempeitanggungjawabkan

uang pendapalan dalam rangka pelaksanaan anggaran penerimaan negara
bukan pajak pada unit yang bersangkutan:

Bendahara Pengéluaran Unit adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausah

aan dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran
penerimaan negara bukan pajak pada unit yang bersangkutan;
Pejabal Penandatangan Surat Perintah Membayar,
PPSPM, adalah pejabat yang diberikan kewenangan
atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan
pembayaran alas belanja Badan Pengusahaan Batam;

yang selanjutnya disebut
aleh Pengguna Anggaran
pengujian dan perintah

Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah suatu

dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejebat yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan kegiatan dan disampailan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa
FPengguna Anggaran atau pejabat tingkat 2 yang ditunjuk (Direktur/Kepala
Biro/Kepala Kantor) selaku pemberi kerja;

Surat Perintah Membayar, yang selan
vang dibuat atau dilerbitkan olsh PPSPM untuk dan atas nama Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SPP untuk melakukan

pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang ditunjuk sesuai beban bagian
anggaran (Pagu Anggaran):

jutnya. disebut SPM, adalah dokurmen

Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum,
yang selanjuinya disingkat SP3R BLU, adalah surat perintah yang diterbitkan
olsh PPSPM untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran kepada Kuasa

gara untulk mengesahkan pendapatan dan/atau belan;

ja
Badan Layanan Umum yang sumbar dananya berasal dari Pendapatan Negara
Bukan Pajak yang digunakan langsung;

Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum, van

selanjutnya disingkat SP2BR BLU, adalah sural yang diterbitkan olsh Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (IKKPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum

Negara untuk mengesahkan pendapatan dan/ alau belanja Badan Layanan
Umum berdasarkan SP3B BLU:

Surat Perintah Membayar Unit, yang selanjutnya disebul SPM Unit, adalah

dokumen yang dibuat atau diterbitkan oleh Pejabat Penanggungjawab SPM
untulk dan atas nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak
yang ditunjuk sesuai beban bagian anggaran (Pagu Anggaran);

Pejabat Penanggungjawab SPM Unit adalah Pejabat tingkat 2 (Direktur/Kepala
Biro/Kepala Kantor) yang diberikan kewenangan oleh Pengguna Anggaran atau

Kuasa Pengguna Anggaran untulk melakukan pengujian dan perintah

pambayagan atas Belanja Badan Pengusahaan Batam:



16.

17.

1B,

19.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja,
adalah pemyataan tanggung jawab bslanja yang dibuat oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggara

n atau pejabat tingkat 2 yang ditunjuk
(Direkiur/Kepala Biro/Kepala Kantor) atas transaksi belanja sampai dengan
jumlah tertentu: _

yang selanjutnya disingkat SPTB,

Ringkasan Kontrak, yang salanjuinya
poin-poin pokok dari sebuah ikalan

dengan pihak ketiga sebagai panyedi
oleh PPK;

disingkat RK, merupakan ringkasan atau
kerja yang ierjadi antara satuan kerja
a barang dan jasa yang ditandatangani

Rencana Anggaran Biaya, yang selanjutnya disingkat RAB, adalah perhilungan
banyaknya biaya yang diperlukan untulk pelaksanaan kegiatan unit kerja;

Penerimaan negara bukan

Pengusahaan Batam yang berasal dari penerimaan bukan pajak yang dapat
digunakan langsung oleh Badan Pengusahaan Batam;

pajak adalah seluruh penerimaan Badan

Satuan Kerja adalah unit kerja tingkat 2 meru
organisasiAnggota/Deputi pada Badan

melaksanakan satu atay beberapa keglatan dar

pakan suatu bagian dai
Psengusahaan Balam yang
i program;

Unit Penghasil Kantor Pusat adalah bagian dari suaiu unit organisasi pada
Badan Pengusahaan Batam yang me

mperoleh pendapatan dari kegiatannya
sebagai entitas akuntansi kantor pusat;

Unit Usaha adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Badan Pengusahaan

Batam yang memperolsh pendapatan dari usahanya sebagal entitas akuntansi
dan pelaporan; '

Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat UP,
kepada Bendahara Pengeluaran Unit hanya

operasional sehari-hari perkantoran yang tida
pembayaran langsung:

adalah uang yang diberikan
untuk membiayai kegiatan
k dapat dilakukan dengan

Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat TUP, adalah uang
yang diberikan kepada unit kerja untuk kebutuhan yang sangal mendesak
dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan;

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan,
UP, adalah surat perintan membayar y
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(Direktur/Kepala Biro/Kepala Kantor) u
dilaksanakan dan membebani mata ang

yang selanjutnya disingkat SPM-

ang diterbitkan oleh Pengguna
atau Pejabat fingkat 2 vang ditunjuk
ntuk kegiatan operasional yang akan
garan kegiatan:

Surat Perintah Membayar Langsung,

adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Peng

guna Anggaran atau Pejabat tingkat 2
yang ditunjuk (Direktur/Kepala Biro/Kepala Kantor) atas dasar perjanjian
kontrak kerja atau surat:

yang selanjutnya disingkat SPM-LS,



27,

28.

20,

30.

31.

Sistem Akuntansi Keuangan Badan Pengusahaan Batam, yang selanjutnya
disingkat SAKBA, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
tarkomputerisasi  mulai  dari proses pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran dan pelaporan keuangan Badan Pengusahaan Batam;

Standar Akuntasi Pemerintahan,
prinsip-prinsip akuntansi yang dite
Laporan Keuangan Pemerintah;

yang selanjulnya disingkat SAP, adalah
tapian dalam menyusun dan menyajilcan

Laporan Keuangan adalah bentul pertanggungjawaban Unit Usaha berupa

Neraca, Laporan Rsalisasi Anggaran, Laporan Aklivitas, l-aporan Arus Kas dan
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK):;

Pencatatan secara

peipetual adalah pencatatan transaksi berdasarian
kejadian,

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjuinya disingkat KPPN,
adalah unit veriikal dari Direkiorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan yang mempunyal tugas pokok dan fungsl melaksanakan
kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan

atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pangeluaran
anggaran melalul dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan,

BAB II
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM

Pasagl 2

Pengelolaan keuangan Badan Pengusahaan Batam meliputi:

- R = R+ BN S

o

Perencanaan dan Penganggaran:

Pendapatan dan Belanja;

Pelaksana Pengelolaan Keuangan;

Mekanisme Pengeluaran Belanja unit kepada Biro Keuangan Pusat:
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja ke KPPN:

Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan; dan
Penghargaan dan Sanksi.

Bagian Pertama
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 3

Setiap Unit Usaha dan Unit Kerja Penghasil wajib menyampaikan Target dan
Realisasi Penerimaan kepada Biro Keuangan.




(2) Biro Keuangan membuat Target dan Realisasi
dimaksud pada ayat (1) dalam aplj
Negara Bukan Pajak (TRPNBP) yang disampaikan ke Kementerian Keuangan.

(8) TRPNBP sebagaimana dimalsud

penyusunan pagu anggaran belanja PNBP Badan P
berikutnya.

Pasal 4
(1) Pengguna Anggaran/Kuasa

Penerimaan sebagaimana
kasi Target dan Realisasi Penerimaan

pada ayat (3) dijadikan sebagai dasar
engusahaan Batam tahun

Pengguna Anggaran berwenang menyetujui
pergeseran/perubahan pembebanan mata anggaran kegiatan untuk dana
PNBP.

(2) Penmohonan perubahan

pembebanan mata anggaran diajukan oish
Direktur/Kepala Biro/Kepa

la  Kantor kepada Pengguna Anggaran/iK
Pengguna Anggaran.
(3)

Tatacara panyusunan anggaran diatyr dengan Peraturan Kepala,

Bagian Kedua
Pendapatan dan Belanja

Pasal 5
Penerimaan Badan Pengusahaan Batam digunakan langsung untuk mendanal
belanjanya.

Pasal 6

(1) Sumber pendapatan Badan Pengusahaan Batam diperoleh dari;

a.  Unit Usaha, yang terdiri dari:
", 1. Kantor Pelabuhan Laut;
. Kantor Bandar Udara:
. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam;
- Kantor Pengelolaan Air dan Air Limbah; dan
5. Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam.
b \‘Dﬁﬂ‘KaﬂE Penghasil, yang terdiri dari:

1. Direktorat Pengelolaan Lahan;
2. Biro Umum:

2
| 3
| 4

3.  Direkiorat Pemukiman dan Tenaga Ketja; dan
4. PDSI

¢.  Unit Usaha dan Unit Kerja Penghasil Lainnya.




(2)

(3)

(1)

(2}

(3)

(1)

(2)

(1)
(2)

Unit-unit saba

gaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rekening Bank
Panerimaan.

Penerimeaan yang didapat dari sumber pendapatan Badan Pengusahaan Batam

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan dari Penerimaan Bank Unit e
Hekening Penerimaan Biro Keuangan Kantor Pusat.

Pasal 7

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pa

sal 6 ayat (1) tidak dapat
digunakan langsung oleh Unit Usaha dan Unit Kerj

a Penghasil.

Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat cieh Unit Usaha dan
Unit Kerja Penghasil secara Derpetual,

Pendapatan dan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayal (1)
dan ayat (3) dibuat laporan dan disampaikan kepada Biro Keuangan secara
periodik setiap bulan,

Pasal §

Belanja Badan Pengusahaan Batam mengacu kepada DIPA yang disahkan
oleh Kementerian Keuangan setlap tahun anggaran.

Untuk pelaksanaan belanja, Unit kerja Badan Pengusahaa

n Batam mengacu
pada rencana biaya yang dituangkan dalam bentuk RAB.

Pasal 9
Belanja Unit terdiri dari jenis Belanja Barang dan jenis Belanja Modal.

Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
Belanja Gaji dan Tunjangan;

Belanja Barang;

Belanja Jasa;

Belanja Pemeliharaan;

Belanja Perjalanan: dan/atau

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa lainnya.

D o0 T op

Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdir dari:
4. Belanja Modal Tanah;

Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan/atau
Belanja Modal Fisik lainnya,

b
c.
d.
e




Bagian Ketiga
Pelaksana Pengelolaan Keuangan

Pasal 10

(1) Unit kgrja pada Badan Pengusahaan Batam terdlri dari:
& Biro Keuangan;
/ Biro Kepegawaian;

' Biro Perencanaan, Program dan Penelitian Pengembangan;
| Biro Sekretariat dan Protokol:

o oo BT

Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Hubungan Masyarakat:
Direktorat Investas! dan Marketing;

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan:
Direkterat Pengendalian Keuangan;

i. Direktorat Pengendalian Teknik:

Direktorat Pengendalian Organisasi dan Kj
Direktorat Pengandalian Pembangunan;
Direktorat Pengamanan;

m.  Direktorat Lalu Lintas Barang;

n. - Unit Layanan Pengadaan; dan

0. Inspektorat.

—

nerja;

= &

(2) Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuan
pada ayat (1), Unit Usaha sebagaiman

a dan Unit Kerja Penghasil sebagal
huruf b, terdiri dari:

a. PPSPM Unit dan Verifikator;

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Bendahara Pengeluaran Unit;

Bendahara Penerimaan Unit, khusus unit usaha;
Pembantu Bendahara Unit; dan

Rekening Bank Operasional.

gan Unit Kerja sebagaimana dimaksud
a dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
mana dimaksud dalam Pasal ayat (1)

b S T o T 2

(3) Pejabat Pelaksana sebagaimana yang dimaksud pénda ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala.



(1)

(2)

(3)

Bagian ieempat
ran Belanja Unit kepada Biro Keuangan

Pasal 11

Mekanisme Pengelua

Mekanisme pengeluaran belanja Badan Pen
8.  Sistem Uang Droping;

b.  Sistemn UP; dan

c. Sistemn LS.

gusahaan Batam dibagi atas:

Pengsluaran Belanja sistem Uang Droping sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilaksanakan oleh Unit Usaha.

Pengeluaran Belanja sistem UP dan sistem LS sebagairmana dimaksud pada
ayal (1) huruf b dan ¢ dilaksanakan oleh Unit Kerja dan Unit Kerja Penghasil,

Pasal 12

Uang Droping diberikan kepada Unlt Usah

& setiap bulan sesuaj rencana
pengeluaran biaya yang diajukan kepada B

iro Keuangan dengan mengacy
Keépada pagu anggaran yang tersedia,
Berdasarkan uang droping yang diterima, -Unil Usaha melaksanalan
pengelolaan ksuangannya secara mandir,
Pasal 13

Setiap Unit Kerja dan Unit Kerja Penghasil mengajuikan UP pada awal tahyn
kepada Biro Keuangan.

Pengajuan UP sebagaimana dimaksud
a4 SPM-UP; dan

L. Surat Pemyataan UP.

Pada ayat (1) dilengkapi dengan:

Biro Keuangan memberikan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
setiap Unit Kerja dan

Unit Kerja Penghasil sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh
lima juta ruplah).

Pasal 14

UP sebagaimana dj

maksud dalam Pasal 13 ayat (1)
untuk pengeluaran

belanja operasional yang bu
perolehan aset dan tidak bersifat kontralc pekarjaa

Perjanjian Borongan Maupun Surat Perjanjian Kerja,

Penggunaan UP menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran Unit yang
bersangkutan,

hanya dapat digunakan
kan diperuntukican untuk
n baik berdasarkan Surat

Bendahara Pengeluaran Unit wajib melaporan, mempertanggungjawablan
dan menystorkan sisa Up Pada akhir tahun kepada Biro Keuangan.



ne

Pasal 15

(1) Bendahara Pengeluaran Unh dapat melakukan pengisian UP  kembali
sepanjang masih tersedia dalam pagu anggaran Unit.

(2) Biro Keuangan dapat memberikan pengisian UP kembali sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) apabila dana UP telah dipergunakan sekurang-
kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 16

Biro Keuangan dapat memberikan TUP kepada Unit Kerja danfatau Unit Kerja

Penghasil paling banyak sejumiah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas

persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sesuai pagu anggaran

yang lersedia, dengan kelentuan:

a.  TUP digunakan untuk mem
dapat ditunda;

b. TUP digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak TUP dikeluarkan dan
dipertanggungjawabkan pada tanggal 10 berikutnya;

C.  Apabila TUP tidak habis digunakan dalam walktu 1 (satu) bulan, Bendahara Unit
harus menystorkan kemball sisa TUP ke rekening Pusat Biro Keuangan; dan
d. TUP hanya dapat digunakan untuk

bukan diperuntukkan untuk perolehan
baik berdasarkan Surat Perjanjian Bor

enuni kebutuhan yang sangat mendesak atay tidalk

Pengeluaran belanja operasional yang
aset dan tidak bersifat kontrak pekarjaan
ongan maupun Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 17

(1) Bendahara Pengeluaran Unit Kerja mengajukan LS kepada Biro Keuangan
untuk dilaksanakan proses pembayarannya.

(2} Pembayaran LS digunakan untuk kegiatan:

8. Pembayaran kontrak pada pihak ketiga (SPB/SPK); atau

b. Pembayaran yang didasarkan

alas suratmota dinas yang tidak dapat
dibayarkan menggunakan UP.

(3) Bendahara Pengeluaran Unit dalam mengajukan LS wajib melengkapi dokumen
sebagal berikut:

a. SPM;

b, SPTB;

c. SPP;

d. RK;dan

e.  Daftar Nominatif.

(4) Alur prosadur pengajuan
Peraturan ini.

LS sebagaimana tercantum dalam Lampiran




Bagian Kelima

Mekanisme Pengasahan Pendapatan dan Belanja ke KPPN

Pasal 18

(1) Unit melakukan éut off reafisasi pendapatan dan/atau belanja BLLj terhadap
SP3B BLU akhir tiwulan,

(2) Cut off realisasi

pendapatan dan/atau belanja BLU dilalaikan dengan jadwal
sebagal berikut:

a. Triwulan | * 1 Januari - 27 Maret:

b.  Triwulanil . :2g Maret - 23 Juni;

c.  Triwulan i1 * 24 Juni - 27 September:

d.  Triwulan IV : 28 September - 31 Desember,
Pasal 19

(1) Biro Ksuangan Mmenyusun SP3B atas dasar Ia
realisasi penerimaan dan realisasi belanja dari Un
KPPN untuk mendapatkan SP2p.

poran pertanggungawaban
it Kerja dan diajukan kepada

(2) SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan
aplikesi yang telah disediakan oleh Dirjen Perbendaharaan,

(3) Pejabat

penandatangan SP3RB sebagaimana dimaksud pada ayat (
PPSPM.

1) adalah

() Penyampaian SP3B BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
satu kali atau lebih dalam saty triwulan.

Pasal 20
Atas dasar SP2B yang diterbitkan oleh KPPN

Keuangan berdasarkan SAP setiap triwulan
kepada Mentari Keuangan.

Pasal 21

Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Badan Pen
a. PAKPA;

b. PPSPM dan Verifikator: dan
c. Bendahara.

gusahaan Batam terdir dayi:




(1)

(2)

()

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

@)

Bagian Keenam
Akuntansi, Palaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 22

Unit Usaha, Unit Kerja Penghasil dan Unil Kerja waijib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi belanja setiap bulan kepada Biro Keuangan
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berkutnya.

Unit Usaha dan Unit Keria Penghasil
pertanggungjawaban realisasi belanja sebag
juga waijib menyampaikan laparan pertangg
setiap bulan kepada Birg Keuangan paling |
bulan berikutnya.

selain  menyampalkan laporan
aimana yang dimaksud ayat (1)
ungjawaban realisasi Penerimaan
ambat tanggal 10 (sepuluh) pada

Biro Keuangan menyusun  SPM  Pengesahan
perlanggungjawaban realisasi

dan realisasi penerimaan seba

alas dasar Jlaporan
belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
gaimana dimaksud pada ayat (2)

SPM Pengesahan sebagaimana dimalksud pada ayat (3) diajukan kepada
KPPN untuk mendapatkan SP3E.

Pasal 23

Unit Usaha wajib mengakuntansikan setiap transaksi keuangan dan mengelola

Secara tertib dokumen pendukungnya dengan menyelenggarakan buku kas
Umum beserta buku-buku psmbantu lainnya.

Unit Usaha dan Biro Keuangan

menyelenggaralan Akuntansi dan Laporan
Keuangan sesuai dengan SAKBA.

Laporan Keuangan vang diselenggarakan oleh Unit Usa

dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Konsoli
Batam.

ha dan Biro Keuangan
dasi Badan Pengusahaan

Laporan Keuangan Konsolidasi Badan Pengusahaan Batam sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Birp Keuangan setiap triwulan, semestar
dan tahunan dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

Bagian Ketujuh
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 24

PA/KPA memberikan sy
atau Unit Kerja yang
belanja dan penerima

rat penghargaan bagi Unit Usaha, Unit Kerja Penghasil

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
an dan/atau laporan keuangan tepat wakty.

Atas keterlambatan atau kelalaian Penyampaian laporan pertianggungjawaban
realisasi belanja dan Penerimaan dan/atau laporan keuangan, Unit diberikan



(3)

(4)

Surat Teguran dari PA/KPA dan dikenakan sanksi berupa penundaan atas
Pencairan kebutuhan dana Unit yang bersangkutan.

Sanksi berupa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat

dikenakan atas pencairan SPM-UP, SPM-TUP, dan SPM-LS Unit vang
bersangkutan. i

Sanksl berupa penundaan sebagaimana dimakeud pada ayat (2) tidak
dikenakan terhadap pencair

an SPM-LS Belanja Pagawai dan SPM-LS kepada
pihak ketiga.

BAB IlI -
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraluran ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013,

Ditetapkan di Batam
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

—

USTOFA WIDJAJA




LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KA

WASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUAHAN REBAS BATAM

NOMCR TAHUN 2012
TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM




PROSECUR PENGELUARAN BELANJA UNIT KERJA DAN UNIT KERJA PENGHASIL KANTOR PUSAT
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